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ABSTRAK 

Judi online merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, 

kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pada hakikatnya judi online di Indonesia merupakan tindakan 

yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan 

kecanduan judi online yang berakibat penghalalan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, 

sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia. 

Permasalahan yang di angkat adalah bagaimana penegakan dan pertanggung jawaban dari tindak pidana judi online 

di Indonesia, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

normatif, menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan 

topik penelitian dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan 

hukum tersier.  

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Oline. 

 

PENDAHULUAN 

 

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3). Pada pasal ini 

mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan 

“Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.  

Upaya pembangunan dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. 

Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perudang-undangan baru sangat 

dibutuhkan. Instrument hukum baru dalam bentuk perundang-undangan sangatlah dibutuhkan saat ini 

dengan adanya kemajuan teknologi. Karena pada kenyataannya masih terdapat banyak masyarakat yang 

berusaha melanggar hukum dan melakukan suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Masalah sosial dalam kehidupan masyarakat ini dikenal dengan nama kriminalitas. Dimana 

saat ini tingkat kriminalitas yang terjadi sangat meningkat baik itu dalam hal kualitas maupun 

kuantitas, yang mana hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu faktor kemajuan 

teknologi. 

Seiring perkembangan teknologi dan kemajuan zaman yang semakin berkembang dan 

kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan 

masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara 

kuantitas maupun kualitas memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.  

 Rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas 

seperti kejahatan judi online yang dilakukan oleh beberapa anak maupun masyarakat perlu 

mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara 

pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas tersebut bisa dikurangi intensitasnya dengan 
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semaksimal mungkin. Karena salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sedang marak dan 

sangat menghawatirkan adalah kejahatan perjudian online.  

Pengaturan tentang judi online diatur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP 

yang lama masih berlaku sampai saat ini, selain itu juga peraturan mengenai judi online diatur 

dalam UU ITE Pasal 27 ayat 2 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, dan UU No 1 Tahun 2024 Pasal 

45 ayat 3 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut memunculkan Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan kedua 

dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap 

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat 

diakse$snya Informasi E$le$ktronik dan/atau$ Doku$me$n E$le$ktronik yang me$miliki mu$atan 

pe$rju$dian”.1 

U$ndang-u$ndang ini me$larang distribu$si pe$rju$dian. Pe$rju$dian me$lalu$i inte$rne$t me$miliki 

dime$nsi khu$su$s yang be$rbe$da de$ngan pe$rju$dian biasa.”2 Pe$rbe$daan pe$rju$dian biasa de$ngan 

pe$rju$dian me$lalu$i inte$rne$t adalah me$dia yang digu$nakan, yaitu$ jika pe$rju$dian biasa dapat dilaku$kan 

dimana saja di du$nia nyata baik yang be$rsifat te$rangte$rangan mau$pu$n se$cara se$mbu$nyi-se$mbu$nyi, 

se$dangkan pe$rju$dian me$lalu$i e$le$ktronik dilaku$kan de$ngan me$nggu$nakan me$dia inte$rne$t.3 Dalam 

U$ndang-u$ndang Dasar Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 1945 ditambah lagi se$cara yu$ridis 

konstitu$sional, pancasila me$ru$pakan landasan ke$be$basan me$nge$lu$arkan pikiran dan pe$ndapat.4 

Salah satu$ yang marak te$rjadi pada kalangan di e$ra mode$rn ini adalah pe$rju$dian se$cara 

e$le$ktronik, misalkan ju$di online$ 24 jam slot, toge$l, poke$r, ju$di bola, dan lain se$bagainya dimana 

be$be$rapa kalangan masyarakat me$manfaatkan te$knologi yang be$rsifat me$nyimpang.5 Salah 

satu$nya adalah Pe$rju$dian yang mana me$ru$pakan pe$rbu$atan yang dilarang dalam norma hu$ku$m 

yang be$rlaku$ di Indone$sia,  Pe$ne$rtiban Pe$rju$dian me$nyatakan bahwa pada hake$katnya pe$rju$dian 

adalah be$rte$ntangan de$ngan norma Agama, Ke$su$silaan, se$rta me$mbahayakan bagi pe$nghidu$pan 

dan ke$hidu$pan masyarakat, Bangsa, dan Ne$gara. Pe$rju$dian adalah pe$rmainan dimana pada 

u$mu$mnya ke$mu$ngkinan me$ndapat u$ntu$ng be$rgantu$ng pada pe$ru$ntu$ngan be$laka, ju$ga kare$na 

pe$mainnya le$bih te$rlatih atau$ le$bih mahir.6 

Pe$rju$dian online$ ini se$ringkali diju$mpai dan dite$mu$kan pada anak, mahasiswa dan bahkan di 

kalangan masyarakat. Se$kalipu$n banyak atu$ran yang me$larang ke$giatan pe$rju$dian, dari du$lu$ hingga 

se$karang te$tap saja pe$rju$dian masih se$ring kita te$mu$kan. Bahkan saat ini ke$giatan pe$rju$dian me$ngalami 

                                                           
1 Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. 
2Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum, vol 5, Jurnal Hukum, 2018. hlm 

23. 
3https://nasional.kontan.co.id/news/bernilai-triliunan-situs-judi-online-masih-mudahdiaksesdi-indonesia 

(diakses pada Hari Rabu, 11 September 2024, pukul 11.35) 
4Irman Syahriar, Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia, 

Yogyakarta, LaksBang Perssindo, 2015, hlm 117. 
5Hendri Saputra Manal, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, vol 2, Jurnal 

Hukum, 2019, hlm 2. 
6Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3) 

https://nasional.kontan.co.id/news/bernilai-triliunan-situs-judi-online-masih-mudahdiaksesdi-indonesia
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transformasi yang sangat pe$sat. Du$lu$ kita se$ring me$nde$ngar bahwa ke$giatan pe$rju$dian sangat mu$dah 

dite$mu$kan ole$h pihak yang be$rwajib, tapi se$karang su$dah be$ru$bah. Kini be$ntu$k pe$rju$dian le$bih safe$ty 

se$bab su$dah dike$mas de$ngan sangat rapi me$lalu$i me$dia online$ dan hal ini sangat me$njanjikan 

pe$ndapatan u$ang yang banyak de$ngan modal yang pas-pasan se$hingga le$bih me$nambah daya tarik 

u$ntu$k te$rlibat didalamnya. 

Saat ini bu$kan hanya orang de$wasa saja yang te$rje$bak dalam ke$giatan ju$di online$, te$tapi 

kalangan anak mu$da le$bih me$ndominasi dalam prakte$k pe$rju$dian ini. Mahasiswa dan anak se$kolah 

su$dah banyak yang ke$candu$an te$rhadap ju$di online$, yang te$lah me$racu$ni pola pikir me$re$ka 

se$hingga re$la me$nghabiskan u$angnya de$mi me$ndapatkan ke$u$ntu$ngan yang le$bih de$ngan cara 

instan se$kalipu$n me$nyalahi atu$ran-atu$ran yang ada. 

Hal ini me$njadi su$atu$ ke$ge$lisahan, kare$na pe$rju$dian online$ su$dah dianggap fe$nome$na yang 

biasa-biasa saja dikalangan masyarakat, padahal ini adalah su$atu$ be$ntu$k pe$langgaran be$rdasarkan 

U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2024 se$bagai pe$ru$bahan ke$du$a atas U$ndang-u$ndang Informasi 

dan Transaksi E$le$ktronik me$mpe$rku$at sanksi te$rhadap aktivitas pe$rju$dian online$. U$ntu$k tindak 

pidananya te$rte$ra pada Pasal 45 ayat 3 se$bagai bu$kti larangan te$rhadap pe$nyalahgu$naan te$rhadap 

Informasi dan Me$dia E$le$ktronik. 

Se$lain me$langgar atu$ran, banyak ke$ru$gian yang dise$babkan ole$h hal ini. Waktu$, te$naga, financial 

te$rbu$ang sia-sia. Se$kalipu$n pe$rju$dian online$ bisa saja me$nghasilkan u$ang yang banyak, akan te$tapi 

hasilnya bu$kanlah se$su$atu$ yang halal (haram). Pe$rju$dian online$ ju$ga bisa saja me$lahirkan pe$rilaku$ yang 

me$nyimpang lainnya dari si pe$laku$, se$pe$rti pe$ncu$rian, ke$ke$rasan, pe$nipu$an dan bahkan pe$rampasan, 

yang dise$babkan ke$bu$tu$han modal u$ntu$k me$laku$kan pe$rju$dian. 

Pihak ke$polisian be$be$rapa tahu$n te$rakhir te$lah me$laku$kan u$paya pe$nanggu$langan se$pe$rti 

pe$nanaman nilai/moral te$rhadap masyarakat khu$su$snya re$maja, gu$na me$ningkatkan ke$sadaran 

u$ntu$k tidak me$laku$kan tindak kriminalitas pe$rju$dian online$, namu$n u$paya ini be$lu$m cu$ku$p 

kongkrit u$ntu$k me$ngatasi pe$rmasalahan yang ada me$nyangku$t ke$ke$rasan ju$di online$. 

Se$lain pe$nanaman moral, pe$ngawasan yang le$bih khu$su$s te$rhadap ge$ne$rasi mu$da mu$ngkin 

sangat dipe$rlu$kan agar me$ngindari be$ntu$k ke$giatan-ke$giatan kriminalitas, se$pe$rti halnya ke$giatan 

dan bahkan ke$ke$rasan pe$rju$dian online$, se$bab rasa ingin tahu$ dan rasa pe$nasaran yang yang tinggi 

u$ntu$k me$ncoba/me$laku$kan, akan be$ru$ju$ng pada ke$te$rgantu$ngan (ke$candu$an) dan akan su$lit u$ntu$k 

dihe$ntikan. 

Be$rdasarkan u$raian te$rse$bu$t diatas, maka pe$nu$lis te$rtarik u$ntu$k me$ne$liti dan me$ngkaji 

masalah te$rse$bu$t se$bagai be$ntu$k karya ilmiah de$ngan ju$du$l “Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.” 

 

METODE PENELITIAN 

 

Me$tode$ pe$ne$litian yang digu$nakan yaitu$ Pe$ne$litian hu$ku$m normatif me$ncaku$p pe$ne$litian 

te$rhadap asas-asas hu$ku$m dan siste$matika. Me$nu$ru$t Soe$kanto dan Mamu$dji bahwa, “Pe$nde$katan 

hu$ku$m normatif atau$ pe$ne$litian hu$ku$m ke$pu$stakaan (library re$se$arch) yaitu$ pe$ne$litian hu$ku$m 

yang me$ngkaji hu$ku$m te$rtu$lis dari be$rbagai aspe$k, yaitu$ aspe$k te$ori, se$jarah, filosofi, 

pe$rbandingan, stru$ktu$r dan komposisi, lingku$p dan mate$ri, konsiste$nsi, pe$nje$lasan u$mu$m pasal 

de$mi pasal, formalitas dan ke$ku$atan me$ngikat su$atu$ u$ndang-u$ndang, se$rta bahasa hu$ku$m yang 

digu$nakan te$tapi tidak me$ngkaji aspe$k te$rapan atau$ imple$me$ntasinya.”7 Se$dangkan me$nu$ru$t Johny 

Ibrahim bahwa: “Hu$ku$m normatif yaitu$ su$atu$ prose$du$r ilmiah dalam me$ne$ntu$kan ke$be$naran 

                                                           
7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet 4. Raja 

Grafindo. Persada, 1995. Jakarta. hlm. 13-14. 
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be$rdasarkan logika ke$ilmu$an dari sisi normatifnya. Logika ke$ilmu$an dalam pe$ne$litian hu$ku$m 

normatif dibangu$n be$rdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara ke$rja hu$ku$m normatif yaitu$ ilmu$ 

hu$ku$m yang obje$knya hu$ku$m itu$ se$ndiri.”8  

De$ngan de$mikian dalam pe$ne$litian hu$ku$m normatif ini pe$ne$liti me$ncoba u$ntu$k me$ngkaji 

te$ntang pe$ne$gakan hu$ku$m te$rhadap tindak pidana ju$di online$ be$rdasarkan U$ndang-u$ndang Nomor 

1 Tahu$n 2024. 

 

JENIS PENELITIAN 

Je$nis pe$ne$litian yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini adalah pe$ne$litian hu$ku$m normatif atau$ 

pe$ne$litian hu$ku$m ke$pu$stakaan (library re$se$arch). Pe$ne$litian Hu$ku$m normatif me$ngkaji hu$ku$m 

yang dikonse$pkan se$bagai norma dasar atau$ kaidah yang be$rlaku$. Norma hu$ku$m yang be$rlaku$ itu $ 

be$ru$pa norma hu$ku$m positif te$rtu$lis be$ntu$kan le$mbaga Pe$ru$ndang-u$ndangan (U$ndang-U$ndang 

Dasar), kodifikasi, U$ndang-U$ndang, Pe$ratu$ran Pe$me$rintah dan se$bagainya.  

Pe$ne$litian tipe$ ini lazim dise$bu$t se$bagai Dogmatic “stu$di dogmatic” atau$ yang dike$nal 

de$ngan doctrinal re$se$arch. Pe$ne$litian tipe$ doktrinal (doctrinal re$se$arch) adalah mirip de$ngan tipe$ 

pe$ne$litian hu$ku$m normatif. Pe$ne$litian hu$ku$m normatif dise$bu$t ju$ga pe$ne$litian hu$ku$m 

te$oritis/dogmatic. “Dogmatik hu$ku$m be$rsifat te$oritis-rasional, se$hingga pe$ngu$ngkapannya te$rikat 

pnvada me$tode$ yang didasarkan pada pe$rsyaratan logika de$du$ktif. Disamping itu$, maka dogmatika 

hu$ku$m me$mpe$rhitu$ngkan ke$ce$rmatan, ke$te$tapan dan ke$je$lasan”. Pe$ne$litian hu$ku$m normatif atau$ 

pe$ne$litian hu$ku$m ke$pu$stakaan (library re$se$arch) ini dilaku$kan de$ngan cara me$ne$liti bahan-bahan 

pu$staka atau$ data se$ku$nde$r be$laka.9 

Me$nu$ru$t Soe$rjono Soe$kanto dan Sri Mamu$dji, Pe$ne$litian hu$ku$m normatif atau $ 

pe$ne$litian ke$pu$stakaan te$rse$bu$t me$ncaku$p :10 

1. Pe$ne$litian te$rhadap asas-asas hu$ku$m 

2. Pe$ne$litian te$rhadap siste$matik hu$ku$m 

3. Pe$ne$litian te$rhadap taraf sinkronisasive$rtikal dan horizontal 

4. Pe$rbandingan hu$ku$m 

5. Se$jarah hu$ku$m 

 

METODE PENDEKATAN 

Pe$nde$katan yang dipakai dalam pe$nyu$su$nan pe$ne$litian ini adalah pe$nde$katan yu$ridis 

normative$. Pe$ne$litian ini me$ru$pakan pe$ne$litian ke$pu$stakaan (library re$se$arch),yakni su$atu$ kajian 

yang me$nggu$nakan lite$ratu$re$ ke$pu$stakaan de$ngan cara me$mpe$lajari bu$ku$-bu$ku$, kitab-kitab 

mau$pu$n informasi lainnya yang ada re$le$vansinya de$ngan ru$ang lingku$p pe$mbahasan.11 

 

SUMBER BAHAN HUKUM 

Se$su$dah se$orang pe$ne$liti ilmu$ hu$ku$m normative$ te$lah se$le$sai atau$ me$ne$mu$kan masalah 

hu$ku$mnya, se$lanju$tnya pe$ne$liti akan me$ngu$mpu$lkan dan me$njabarkan se$mu$a iformasi yang 

be$rkaitan, re$le$van, dan pe$nting, se$te$lah itu$ dite$ntu$kanlah isu$ hu$ku$mnya ( le$gal Issu$e$s ). 

                                                           
8Johny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Byumedia Publishing. Malang. 2012, 

hlm. 57 
9 Bambang Sunggono, Op.Cit Hal 184. 
10 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Cet 4, Raja 

Grafindo Persada, 1995, Hlm 13-14. 
11 Bambang Sunggono, Op.Cit Hlm184. 
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Dalam me$nye $le$saikan isu$ hu$ku$m dan se$kaligu$s me$mbe$rikan apa yang se$patu$tnya, dipe$rlu$kan 

su$mbe$r-su$mbe$r hu$ku$m. Su$mbe$r hu$ku$m dibagi atas tiga bagian, yaitu$ su$mbe$r hu$ku$m prime$r, 

su$mbe$r hu$ku$m se$ku$nde$r, dan su$mbe$r hu$ku$m te$rsie$r. Be$riku$t ini pe$nu$lis akan me$njambarkan tiga 

su$mbe$r te$rse$bu$t yang digu$nakan pe$nu$lis. 

1) Bahan Hu$ku$m Prime$r  

Bahan hu$ku$m prime$r adalah bahan hu$ku$m yang be$rsifat me$ngikat. Bahan hu$ku$m 

prime$r yang digu$nakan adalah 

 U$ndang-U$ndang Dasar Tahu$n1945 

 Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana 

 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2024 se$bagai pe$ru$bahan ke$du$a atas U$ndang-

u$ndang Informasi dan Transaksi E$le$ktronik 

 U$ndang-U$ndang Ke$polisian Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia (U$U$ Ke$polisian) No. 2 

Tahu$n 2002 Pasal 13 dan Pasal 14 

 U$ndang-U$ndang Otoritas Jasa Ke$u$angan (U$U$ OJK) Nomor 21 Tahu$n 2011. 

2) Su$mbe$r Hu$ku$m Se$ku$nde$r 

Su$mbe$r hu$ku$m se$ku$nde$r me$ru$pakan su$mbe$r pe$le$ngkap yang di pakai pe$nu$lis u$ntu$k 

me$mbantu$ atau$ me$le$ngkapi su$mbe$r hu$ku$m prime$r. Su$mbe$r hu$ku$m se$ku$nde$r 

me$ru$pakan se$mu$a pu$blikasi te$ntang hu$ku$m te$tapi bu$kan me$ru$pakan doku$me$n re$smi, 

se$pe$rti ju$rnal-ju$rnal, bu$ku$-bu$ku$ te$ks, kamu$s-kamu$s hu$ku$m, e$siklope$dia, dan lain 

se$baginya. 

3) Su$mbe$r Hu$ku$m Te$rsie$r 

Su$mbe$r yang me$mbe$rikan pe$nje$lasan me$nge$nai su$mbe$r hu$ku$m prime$r dan 

se$ku$nde$r, misalnya kamu$s-kamu$s, e$siklope$dia, dan lain se$baginya 

 

TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM 

Pe$ngu$mpu$lan data dilaku$kan de$ngan  cara yaitu$ Pe$ne$litian Pu$staka (Library Re$se$arch) 

Pe$ne$litian pu$staka dilaksanakan u$ntu$k me$ngu$mpu$lkan se$ju$mlah data me$lipu$ti bahan pu$staka, 

yang be$rsu$mbe$r dari bu$ku$-bu$ku$, te$laah te$rhadap doku$me$n pe$rkara se$rta pe$ratu$ran-pe$ratu$ran yang 

be$rhu$bu$ngan de$ngan pe$ne$litian ini yaitu$ me$nyangku$t kajian kriminologi te$rhadap ke$ke$rasan ju$di 

online$. 

 

ANALISIS BAHAN HUKUM 

Pe$ngolahan data dalam pe$ne$litian ini dilaku$kan de$ngan langkah-langkah se$bagai be$riku$t:  

1. Pe$me$riksaan data (e$diting) 

Pe$me$riksaan data (e$diting) yaitu$ me$ngore$ksi apakah data yang te$rku$mpu$l su$dah cu$ku$p 

le$ngkap, su$dah be$nar, dan su$dah se$su$ai/re$le$van de$ngan masalah. 

2. Pe$nandaan data (coding) 

Pe$nandaan data (coding) yaitu$ me$mbe$ri catatan atau$ tanda yang me$nyatakan je$nis su$mbe$r data 

(bu$ku$ lite$ratu$r, pe$ru$ndang-u$ndangan, atau$ doku$me$n); pe$me$gang hak cipta (nama pe$nu$lis, 

tahu$n pe$ne$rbitan); atau$ u$ru$tan ru$mu$san masalah (masalah pe$rtama tanda A, masalah ke$du$a 

tanda B, dan se$te$ru$snya). Catatan atau$ tanda dapat dite$mpatkan dalam body te$x. Jika itu$ bu$ku$ 

lite$ratu$r, catatan te$rdiri dari nama lite$ratu$r, catatan te$rdiri dari nama pe$nu$lis, tahu$n pe$ne$rbitan, 

dan halaman. Jika itu$ Pe$ru$ndang-u$ndangan, catatan te$rdiri dari nomor, tahu$n, ju$du$l u$ndang-

u$ndang. Jika itu$ pu$tu$san pe$ngadilan, catatan te$rdiri dari nama pe$ngadilan yang me$mu$tu$s 

pe$rkara, nomor kode$, tahu$n, dan ju$du$l pu$tu$san. Jika itu$ doku$me$n atau$ catatan hu$ku$m, catatan 

te$rdiri dari nama, nomor kode$, dan pe$ristiwa hu$ku$m u$ntu$k mana doku$me$n atau$ catatan hu$ku$m 
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itu$ dibu$at. Catatan atau$ tanda dapat dibu$at dibagian bawah te$ks yang dise$bu$t catatan kaki 

(footnote$) de$ngan nomor u$ru$t. 

3. Re$konstru$ksi data (re$constru$cting) 

Yaitu$ me$nyu$su$n u$lang data se$cara te$ratu$r, be$ru$ru$tan, logis se$hingga mu$dah dipahami dan 

diinte$rpre$tasikan. 

4. Siste$matika data (siste$matizing) 

Yaitu$ me$ne$mpatkan data me$nu$ru$t ke$rangka siste$matika bahasan be$rdasarkan u$ru$tan 

masalah.”12 

 

Data yang dipe$role$h baik data prime$r mau$pu$n data se$ku$nde$r ke$mu$dian disu$su$n dan 

diklasifikasikan se$rta dianalisis dan ditu$lis se$cara de$skriptif de$ngan maksu$d u$ntu$k me$ndapatkan 

gambaran yang dapat dipahami se$cara je$las dan te$rpe$rinci se$rta te$rarah se$su$ai de$ngan je$nis 

pe$ne$litian hu$ku$m yang dilaku$kan.  

Me$nu$ru$t Abdu$lkadir Mahammad, pe$ne$litian hu$ku$m u$mu$mnya me$ngu$nakan analisis 

ku$alitatif de$ngan alasan: (1) data yang te$rku$mpu$l be$ru$pa kalimat-kalimat pe$rtanyaan; (2) data yang 

te$rku$mpu$l u$mu$mnya be$ru$pa informasi; (3) hu$bu$ngan antara variabe$ltidak dapat di u$ku$r de$ngan 

angka; (4) sampe$l le$bih be$rsifat nonprobilitas atau$ di te$ntu$kan se$cara pu$rposive$; (5) pe$ne$liti tidak 

se$lalu$ me$ngu$nakan te$ori yang re$le$van.”13 

Pe$ne$litian ini ju$ga me$mu$satkan pe$rhatiannya pada hu$ku$m se$bagai su$atu$ le$mbaga yang 

be$nar-be$nar otonom, te$rle$pas dari kaitannya de$ngan hal-hal di lu$ar pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan. 

Me$nu$ru$t Su$nggono bahwa, “pe$mu$tu$san pe$rhatian yang de$mikian ini akan me$mbawa ke$pada 

pe$nggu$naan me$tode$ normatif dalam me$nggarap hu$ku$m. Se$su$ai de$ngan cara pe$mbahasan yang 

be$rsifat analitis, maka me$tode$ ini di se$bu$t se$bagai normatif analitis.”14  

De$ngan de$mikian analisis data dilaku$kan se$cara de$skriptif ku$alitatif, kompe$re$nsif, dan 

le$ngkap. Me$nu$ru$t Raharjo bahwa, “Analisis ku$alitatif artinya me$ngu$raikan data se$cara be$rmu$tu$ 

dalam be$ntu$k kalimat yang te$ratu$r, u$tu$h, logis, tidak tu$mpang tindi, dan e$fe$ktif. Kompe$re$nsif 

artinya analisis data di laku$kan se$cara me$ndalam dan be$rbagai aspe$k se$su$ai de$ngan lingku$p 

pe$nilitian. Le$ngkap artinya tidak ada bagian yang te$rle$watkan atau$ te$rlu$pakan, se$mu$anya masu$k 

dalam analisis.”15 

Se$lu$ru$h data yang diku$mpu$lkan ole$h pe$nu$lis, maka se$lanju$tnya diklasifikasi dan dianalisis 

u$ntu$k me$nghasilkan ke$simpu$lan dari bahan-bahan yang didapatkan se$su$ai de$ngan pe$rmasalahan 

yang dibahas yakni kajian kriminologi te$rhadap ke$ke$rasan ju$di online$. Ke$simpu$lan atau$ pe$san-

pe$san dari be$rbagai macam bahan yang te$lah dianalisis digu$nakan u$ntu$k me$ngkaji dan me$mbahas 

pe$rmasalahan yang dite$liti ole$h pe$nu$lis pada pe$ne$litian ini. Hal ini dimaksu$dkan u$ntu$k 

me$mpe$role$h pe$mbahasan dan ke$simpu$lam yang re$le$van, te$pat se$su$ai de$ngan pe$rmasalahan yang 

dite$liti. 

 

PEMBAHASAN 

 

Penangungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia. 

Konse$p pe$rtanggu$ngjawaban pidana se$su$nggu$hnya tidak hanya me$nyangku$t soal hu$ku$m 

se$mata-mata me$laikan ju$ga me$nyangku$t soal nilai-nilai moral atau$ ke$su$silaan u$mu$m yang dianu$t 

                                                           
12Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya, Bandung. 2004. hlm. 82. 
13 Ibid, hlm. 92. 
14Bambang sunggono, Metedologi Penelitian Hukum, cet. 6. Raja Grafindo persada, Jakarta. 1995. hlm 86. 
15Satyjipton, Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 5. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hlm. 6. 
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ole$h su$atu$ masyarakat atau$ ke$lompok-ke$lompok dalam masyarakat, hal ini dilaku$kan agar 

pe$rtanggu$ngjawaban pidana itu$ dicapi de$ngan me$me$nu$hi ke$adilan.  

Pe$rtanggu$ngjawaban pidana adalah su$atu$ be$ntu$k u$ntu$k me$ne$ntu$kan apakah se$orang dapat 

dipe$rtanggu$ngjawabkan atas su$atu$ tindak pidana yang te$lah te$rjadi. De$ngan kata lain 

pe$rtanggu$ngjawaban pidana adalah su$atu$ be$ntu$k yang me$ne$ntu$kan apakah se$se$ornag te$rse$bu$t 

dibe$basakan atau$ dipidana. Dalam pe$rtanggu$ngjawaban pidana makan be$ban pe$rtanggu$ngjawaban 

dibe$bankan ke$pada pe$laku$ pe$langgaran tindak pidana be$rkaitan de$ngan dasar u$ntu$k me$njatu$hkan 

sanksi pidana.  

Se$se$orang akan me$miliki sifat pe$rtanggu$ngjawaban pidana apabila su$atu$ hal atau$ pe$rbu$atan 

yang dilaku$kan ole$hnya be$rsifat me$lawan hu$ku$m, namu$n se$se$orang dapat hilang sifat 

be$rtaanggu$ngjawabnya apabila didalam dirinya dite$mu$kan su$atu$ u$nsu$r yang me$nye $babkan 

hilangnya ke$mampu$an be$rtanggu$ngjawab se$se$orang. 

Me$nu$ru$t Kartini Kartono pe$rju$dian adalah pe$rtaru$han de$ngan se$ngaja, yaitu$ me$mpe$rtaru$hkan 

satu$ nilai atau$ se$su$atu$ yang dianggap be$rnilai de$ngan me$nyadari adanya re$siko dan harapan-

harapan te$rte$ntu$ pada pe$ristiwa-pe$ristiwa, pe$rmainan pe$rtandingan, pe$rlombaan dan ke$jadian-

ke$jadian yang tidak atau$ be$lu$m pasti hasilnya.  

Ju$di online$ me$ru$pakan re$ge$ne$rasi pe$rpindahan me$tode$ pe$rju$dian ke$ me$dia online$ yang dapat 

diakse$s dimanapu$n, kapanpu$n, ole$h siapapu$n hanya me$lalu$i ponse$l pintar. Pada hakikatnya ju$di 

online$ di Indone$sia me$ru$pakan tindakan yang dilarang se$bab me$miliki dampak yang 

me$mpe$ngaru$hi stru$ktu$r sosial dan psikologis pe$laku$, se$pe$rti me$nimbu$lkan ke$candu$an ju$di online $ 

yang be$rakibat pe$nghalalan se$gala cara dalam me$mpe$role$h u$ang u$ntu$k me$ngiku$ti pe$rju$dian, 

se$hingga dapat me$nimbu$lkan ke$jahatan lainnya dan me$ngganggu$ tatanan siste$m de$mokrasi rakyat 

Indone$sia.  

Dilansir dari we$bsite$ re$smi Kominfo me$nge$nai pe$mblokiran situ$s ju$di online$ te$rcatat se$cara 

total se$jak 20 Oktobe$r hingga 11 Nove$mbe$r 2024 Ke$mkomdigi te$lah me$nangani 262.034 konte$n 

pe$rju$dian de$ngan rincian we$bsite$ atau$ situ$s plu$s Inte$rne$t Protocol (IP) 249.660 konte$n, me$ta 

11.015 konte$n, file$ sharing 5.562 konte$n, google$/you$tu$be$ 2.136 konte$n, x (dahu$lu$ twitte$r) 1.035 

konte$n, te$le$gram 40 konte$n, tiktok 37 konte$n dan app store$ 1 konte$n. 16 Tidak lu$pa ju$ga Plt. 

Dire$ktu$r PAI, Ke$mkomdigi, Syofian Ku$rniawan me$ngu$capkan “Te$rima kasih kami u$capkan 

ke$pada masyarakat yang te$ru$s aktif me$laporkan konte$n-konte$n ne$gatif ke$pada kami, te$rmasu$k 

konte$n pe$rju$dian daring,” u$ngkap Syofian.Maka dapat di simpu$lkan, bahwa tindak pidana ju$di 

online$ su$dah banyak te$rjadi di Indone$sia 

Konse$p pe$rtanggu$ngjawaban pidana me$ngartikan bahwa se$tiap orang yang me$laku$kan 

pe$langgaran te$rhadap u$ndang-u$ndang maka orang te$rse$bu$t wajib be$rtanggu$ngjawab atas apa yang 

te$lah dilaku$kan. Se$hingga baik orang mau$pu$n badan hu$ku$m yang me$laku$kan tindak pidana ju$di 

online$ yang te$lah diatu$r dan dilarang dalam ke$te$ntu$an hu$ku$m di Indone$sia dapat dimintakan 

pe$rtanggu$ngjawaban pidana. 

Be$riku$t ini akan diu$raikan re$gu$lasi te$ntang pe$rtanggu$ngjawaban tindak pidana dari ju$di online$ 

: 

Istilah "strafbaarfe$it" digu$nakan u$ntu$k me$ngacu$ pada tindak pidana dalam Kitab U$ndang-U$ndang 

Hu$ku$m Pidana (KU$HP). Tindak pidana se$ndiri me$ru$pakan konse$p fu$ndame$ntal dalam ilmu$ hu$ku$m 

yang me$mbe$rikan karakte$ristik khu$su$s pada pe$ristiwa hu$ku$m pidana dan dibu$at de$ngan ke$sadaran. 

                                                           
16 Tiga Hari Kemkomdigi Blokir 94.720 Konten Judol, Publik agar Hati-Hati, 

https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-

hati, Diakses pada 10 Januari 2025 

https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-hati
https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-hati
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Amir Ilyas me$nyatakan bahwa dalam ilmu$ hu$ku$m, te$rdapat se$bu$ah konse$p dasar yang dike$nal 

se$bagai tindak pidana, yang me$ru$pakan istilah yang diciptakan de$ngan se$ngaja u$ntu$k me$mbe$rikan 

karakte$ristik te$rte$ntu$ pada pe$ristiwa hu$ku$m pidana.17 

1. Pe$rtanggu$ngjawaban Pidana Dalam Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP) Di 

Indone$sia. 

Atu$ran pe$ralihan Pasal II U$ndang-U$ndang Dasar 1945 dan U$ndang-U$ndang Nomor 1 

Tahu$n 1946 te$ntang Pe$ratu$ran Hu$ku$m Pidana me$ru$pakan landasan be$rlaku$nya Kitab 

U$ndangU$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP). Ke$be$radaan KU$HP di Indone$sia me$njadi pangkal 

pe$ratu$ran dari pada hu$ku$m pidana yang be$rlaku$ di Indone$sia. Masyarakat tidak hanya 

me$nginginkan agar ke$pe$ntinganke$pe$ntingannya dilayani ole$h hu$ku$m, me$lainkan ju$ga 

me$nginginkan agar dalam masyarakat te$rdapat pe$ratu$ran-pe$ratu$ran yang me$njamin 

ke$pastian dalam hu$bu$ngan me$re$ka satu$ sama lain. Akan te$tapi ke$pastian hu$ku$m bu$kan 

tu$ju$an akhir kare$na prinsip te$rse$bu$t me$ru$pakan sarana u$ntu$k me$ncapai ke$adilan. 

Pasal 303 KU$HP yang be$rbu$nyi : 

(1) Diancam de$ngan pidana pe$njara paling lama se$pu$lu$h tahu$n atau$ pidana de$nda paling banyak 

du$a pu$lu$h lima ju$ta ru$piah, barang siapa tanpa me$ndapat izin: 

1. de$ngan se$ngaja me$nawarkan atau$ me$mbe$rikan ke$se$mpatan u$ntu$k pe$rmainan ju$di 

dan me$njadikannya se$bagai pe$ncarian, atau$ de$ngan se$ngaja tu$ru$t se$rta dalam su$atu$ 

pe$ru$sahaan u$ntu$k itu$; 

2. de$ngan se$ngaja me$nawarkan atau$ me$mbe$ri ke$se$mpatan ke$pada khalayak u$mu$m 

u$ntu$k be$rmain ju$di atau$ de$ngan se$ngaja tu$ru$t se$rta dalam pe$ru$sahaan u$ntu$k itu$, 

de$ngan tidak pe$du$li apakah u$ntu$k me$nggu$nakan ke$se$mpatan adanya se$su$atu$ syarat 

atau$ dipe$nu$hinya se$su$atu$ tata-cara; 

3. me$njadikan tu$ru$t se$rta pada pe$rmainan ju$di se$bagai pe$ncarian. 

(2) Kalau$ yang be$rsalah me$laku$kan ke$jahatan te$rse$bu$t dalam me$njalankan pe$ncariannya, maka 

dapat dicabu$t haknya u$ntu$k me$njalankan pe$ncarian itu$. 

(3) Yang dise$bu$t pe$rmainan ju$di adalah tiap-tiap pe$rmainan, di mana pada u$mu$mnya 

ke$mu$ngkinan me$ndapat u$ntu$ng be$rgantu$ng pada pe$ru$ntu$ngan be$laka, ju$ga kare$na 

pe$mainnya le$bih te$rlatih atau$ le$bih mahir. Di situ$ te$rmasu$k se$gala pe$rtaru$han te$ntang 

ke$pu$tu$san pe$rlombaan atau$ pe$rmainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara me$re$ka yang 

tu$ru$t be$rlomba atau$ be$rmain, de$mikian ju$ga se$gala pe$rtaru$han lainnya. 

 

Pasal 303 bis KU$HP 

(1)  Diancam de$ngan pidana pe$njara paling lama e$mpat tahu$n atau$ pidana de$nda paling 

banyak se$pu$lu$h ju$ta ru$piah: 

1. barang siapa me$nggu$nakan ke$se$mpatan main ju$di, yang diadakan de$ngan me$langgar 

ke$te$ntu$an pasal 303. 

2. barang siapa iku$t se$rta main ju$di di jalan u$mu$m atau$ di pinggir jalan u$mu$m atau$ di 

te$mpat yang dapat diku$nju$ngi u$mu$m, ke$cu$ali kalau$ ada izin dari pe$ngu$asa yang 

be$rwe$nang yang te$lah me$mbe$ri izin u$ntu$k me$ngadakan pe$rju$dian itu$. 

(2) Jika ke$tika me$laku$kan pe$langgaran be$lu$m le$wat 2 tahu$n se$jak ada pe$midanaan yang 

me$njadi te$tap kare$na salah satu$ dari pe$langgaran ini, dapat dike$nakan pidana pe$njara 

paling lama e$nam tahu$n atau$ pidana de$nda paling banyak lima be$las ju$ta ru$piah. 

                                                           
17 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education: Yogyakarta, 2012, Hlm. 20 
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U$nsu$r-U$nsu$r Pasal 303 KU$HP te$ntang Pe$rju$dian 

 Be$rdasarkan bu$nyi pasal 303 KU$HP bahwa te$rdapat u$nsu$r-u$nsu$r pasal se$pe$rti u$nsu$r 

su$bje$ktif dan u$nsu$r obje$ktif yaitu$ se$bagai be$riku$t.  

1. Tindak pidana pe$rju$dian se$bagaimana diatu$r dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KU$HP 

te$rdiri dari u$nsu$r-u$nsu$r se$bagai be$riku$t.  

- U$nsu$r su$bye$ktif yaitu$ de$ngan se$ngaja me$nye $le$nggarakan mau$pu$n me$nawarkan 

pe$rmainan ju$di, atau$ te$rlibat dalam u$saha pe$nye$le$nggara ju$di. Se$lain itu$, "de$ngan 

se$ngaja" tu$ru$t se$rta se$bagai u$saha dalam u$saha me$nawarkan atau$ me$mbe$rikan 

ke$se$mpatan be$rmain ju$di. 

- U$nsu$r obye $ktif yaitu$ barang siapa, tanpa me$mpu$nyai hak, tu$ru$t se$rta de$ngan me$laku$kan 

se$su$atu$, dalam u$saha orang lain tanpa hak me$nawarkan atau$ me$mbe$rikan ke$se$mpatan 

u$ntu$k be$rmain ju$di.  

2. Tindak pidana pe$rju$dian se$bagaimana diatu$r dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KU$HP 

te$rdiri dari u$nsu$r-u$nsu$r se$bagai be$riku$t.  

- U$nsu$r su$bye $ktif yaitu$ de$ngan se$ngaja, tanpa me$mpu$nyai hak, 

me$nawarkan/me$mbe$rikan ke$se$mpatan pada khalayak ramai u$ntu$k main ju$di. Se$lain itu$, 

de$ngan se$ngaja tu$ru$t se$rta dalam pe$rbu$atan me$nawarkan atau$ me$mbe$rikan ke$se$mpatan 

ke$pada khalayak ramai u$ntu$k main ju$di de$ngan me$laku$kan se$su$atu$. 

- U$nsu$r obye $ktif yaitu$ barang siapa, tanpa me$mpu$nyai hak, me$nawarkan atau$ me$mbe$ri 

ke$se$mpatan u$ntu$k be$rmain ju$di ke$pada khalayak ramai.  

3. Tindak pidana pe$rju$dian se$bagaimana diatu$r dalam pasal 303 ayat (1) angka 3 KU$HP 

hanya te$rdapat u$nsu$r obye$ktif yaitu$ barang siapa, tanpa me$mpu$nyai hak, tu$ru$t se$rta, 

se$bagai su$atu$ u$saha, dalam pe$rmainan ju$di. 

4. Tindak pidana pe$rju$dian se$bagimana di atu$r dalam pasal 303 ayat (2) bahwa tidak be$rbicara 

me$nge$nai u$nsu$r obye $ktif dan su$bye$ktif, namu$n hal yang pe$rlu$ dte$gaskan di dalam pasal 

303 ayat (2) KU$HP ini adalah pe$laku$ atau$ te$rsangka dalam hal ini statu$snya se$bagai aparat 

pe$ne$gak hu$ku$m yang iku$t se$rta dalam be$rmain ju$di, iku$t se$rta dalam me$mbantu$ 

pe$nye $le$nggara pe$rju$dian atau$ bandar pe$rju$dian dan me$mbiarkan aktivitas pe$rju$dian 

te$rse$bu$t be$rlangsu$ng walau$pu$n di dalam pe$nye $le$nggaraan pe$rju$dian te$rse$bu$t didampingi 

ole$h aparat pe$ne$gak hu$ku$m, se$rta me$mu$ngu$t pajak dari hasil pe$rju$dian yang diadakan ole$h 

pe$nye $le$nggara pe$rju$dian atau$ me$mbayar u$ang cu$k ke$pada aparat pe$ne$gak hu$ku$m.  

5. Tindak Pidana pe$rju$dian se$bagaimana diatu$r dalam pasal 303 ayat (3) te$rdap be$be$rapa 

u$nsu$r-u$nsu$r yaitu$ pe$rmainan, u$ntu$ng-u$ntu$ngan, pe$rmainan le$bih mahir, se$gala pe$rtaru$han 

ke$pu$tu$san pe$rmainan yang diadakan antara me$re$ka yang tu$ru$t be$rmain.18 

Be$rdasarkan ke$te$ntu$an Pasal 303 dan 303 bis KU$HP se$bagai mana yang su$dah diu$bah 

dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) U$ndang–U$ndang Re$pu$blik Indone$sia nomor 7 Tahu$n 1974 

me$nyatakan bahwa :19  

1. Dalam pasal 303 ayat (1) KU$HP, me$mu$at hu$ku$man pe$njara paling lama du$a tahu$n 

de$lapan bu$lan atau$ de$nda se$banyak-banyaknya se$mbilan pu$lu$h ribu$ ru$piah. Atu$ran ini 

                                                           
18 Gede Ari Sastrawan Dkk, “ Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 2 

Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Sabung Ayam (Tajen) Di Kabupaten 

Buleleng “, Komunikasi Yustisia, 2022, Vol.5 No.1, Hlm.469-470. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/62416, Diakases Pada 11 Januari 2025. 
19 Ary Wahyudi dkk, “Pertangungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi online Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Unizar Recht Journal, 2022, Oktober, Vol.1. No.3, Hlm.353 

https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj, Diakses Pada 11 Januari 2025 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/62416
https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj
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te$lah di u$bah me$njadi hu$ku$man ku$ru$ngan pe$njara paling lama se$pu$lu$h tahu$n atau$ de$nda 

paling banyak du$a pu$lu$h lima ju$ta ru$piah.:  

2. Dalam pasal 303 bis ayat (1) KU$HP, dari hu$ku$man ku$ru$ngan paling lama satu$ bu$lan 

atau$ de$nda paling banyak e$mpat ribu$ lima ratu$s ru$piah. Atu$ran ini te$lah diu$bah me$njadi 

hu$ku$man pe$njara se$lama-lamanya e$mpat tahu$n atau$ de$nda se$banyak-banyaknya 

se$pu$lu$h ju$ta ru$piah. 

3. Dalam pasal 303 bis ayat (2) KU$HP, awalnya me$mu$at hu$ku$man ku$ru$ngan paling lama 

tiga bu$lan atau$ de$nda se$banyak-banyaknya tu$ju$h ribu$ lima ratu$s ru$piah. Atu$ran ini te$lah 

diu$bah me$njadi hu$ku$man pe$njara paling lama e$nam tahu$n atau$ de$nda paling banyak 

lima be$las ju$ta ru$piah. 

Tindak pidana yang dimaksu$dkan di dalam ke$te$ntu$an pidana yang diatu$r Pasal 303 bis 

ayat (1) angka 1 KU$HP te$rdiri atas u$nsu$r-u$nsu$r obje$ktif. 20   

Yang dimaksu$d de$ngan me$makai ke$se$mpatan yang te$rbu$ka u$ntu$k be$rju$di bu$kan se$tiap 

pe$makaian ke$se$mpatan yang te$rbu$ka ada orang yang me$mbe$rikan ke$se$mpatan u$ntu$k be$rju$di, 

misalnya de$ngan be$rju$alan di te$mpat dimana ke$se$mpatan u$ntu$k be$rju$di itu$ te$lah dibe$rikan ole$h 

se$se$orang, me$lainkan hanya pe$makaian ke$se$mpatan de$ngan be$rju$di atau$ main ju$di. Pe$rlu$ dike$tahu$i 

bahwa tidak se$tiap pe$makaian ke$se$mpatan yang te$rbu$ka u$ntu$k me$mpe$role$h ke$u$ntu$ngan, yang 

digantu$ngkan pada faktor ke$be$tu$lan itu$ dapat dipandang se$bagai pe$makaian ke$se$mpatan. 

Te$rdapat salah satu$ ke$te$ntu$an yang me$ngatu$r ancaman te$rhadap tindak pidana pe$rju$dian dalam 

pasal 303 ayat (1) yang me$mu$at u$nsu$r tanpa izin, be$rdasarkan hal te$rse$bu$t, maka pe$rju$dian dapat 

diklasifikasikan me$njadi du$a be$ntu$k yaitu$ : 21 

- Pe$rju$dian dapat dikatakan se$bagai pe$rbu$atan yang bu$kan tindak pidana apabila 

pe$laksanaannya te$lah me$ndapatkan izin te$rle$bih dahu$lu$ dari pe$mangku$ ke$ku$asaan yang 

be$rwe$nang;  

- Pe$rju$dian dapat dikatakan se$bagai tindak pidana, jika pe$rbu$atan te$rse$bu$t dilaku$kan tanpa 

me$ndapatkan izin te$rle$bih dahu$lu$ dari pe$me$rintah yang be$rwe$nang.  

Dalam Pasal 303 bis KU$HP me$nye$bu$tkan u$nsu$r-u$nsu$r se$bagai be$riku$t: 

a. Me$nggu$nakan ke$se$mpatan te$rse$bu$t u$ntu$k me$laku$kan pe$rju$dian;  

b. Apabila me$langgar daripada ke$te$ntu$an yang te$lah diatu$r dalam Pasal 303 KU$HPidana. 

Se$dangkan dalam pe$ratu$ran te$rbaru$ me$nge$nai te$ntang pe$rju$dian te$rdapat dalam Pasa 426 dan 

427 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2023 te$ntang KU$HP baru$ yang be$rlaku$ 3 tahu$n se$jak tanggal 

diu$ndangkan, yaitu$ tahu$n 2026, tindak pidana be$rju$di diatu$r dalam pasal-pasal be$riku$t : 

Pasal 426 :22 

1. Pidana de$ngan pidana pe$njara paling lama 9 (se$mbilan) tahu$n atau$ pidana de$nda paling 

banyak kate$gori VI (yaitu$ Rp.2 Milyar), Se$tiap Orang yang tanpa izin.  

a. me$nawarkan atau$ me$mbe$ri ke$se$mpatan u$ntu$k main ju$di dan me$njadikan se$bagai 

mata pe$ncaharian atau$ tu$ru$t se$rta dalam pe$nrsahaan pe$rju$dian;  

b. me$nawarkan atau$ me$mbe$ri ke$se$mpatan ke$pada u$mu$m u$ntu$k main ju$di atau$ tu$ru$t 

se$rta dalam pe$ru$sahaan pe$ru$dian, te$rle$pas dari ada tidaknya su$atu$ syarat atau$ tata 

cara yang haru$s dipe$nu$hi u$ntu$k me$nggu$nakan ke$se$mpatan te$rse$bu$t; atau$  

c. me$njadikan tu$ru$t se$rta pada pe$rmainan ju$di se$bagai mata pe$ncaharian.  

                                                           
20  http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf, Diakses pada 11 Januari 2025 

 
21 Ary Wahyudi dkk, Op.cit, Hlm.353 
22 Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf
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2. Jika Tindak Pidana se$bagaimana dimaksu$d pada ayat (1) dilaku$kan dalam me$njalankan 

profe$si, dapat dijatu$hi pidana tambahan be$mpa pe$ncabu$tan hak se$bagaimana dimaksu$d 

dalam Pasal 86 hu$ru$f f. 

Adapu$n me$nu$ru$t Pasal 86 Hu$ru$f f  U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2023 te$ntang KU$HP, 

pidana tambahan be$ru$pa pe$ncabu$tan hak dapat be$ru$pa hak me$njalankan profe$si te$rte$ntu$. Lalu$, 

be$rdasarkan Pe$nje$lasan Pasal 426 ayat (1) U$U$ No 1 Tahu$n 2023, yang dimaksu$d de$ngan "izin" 

adalah izin yang dite$tapkan ole$h pe$me$rintah de$ngan me$mpe$rhatikan hu$ku$m yang hidu$p dalam 

masyarakat.23 

Pasal 427 :24 

“Se$tiap Orang yang me$nggu$nakan ke$se$mpatan main ju$di yang diadakan tanpa izin, 

dipidana de$ngan pidana pe$njara paling lama 3 (tiga) tahu$n atau$ pidana de$nda paling banyak 

kate$gori III (yaitu$ Rp.50 ju$ta). 

2. Pe$rtanggu$ngjawaban Pidana Dalam U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2008 ju$ncto 

U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2024. 

Sanksi pidana pe$rju$dian online$ diatu$r dalam U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2024 

atas pe$ru$bahan ke$du$a dari U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2008. yang me$nye $bu$tkan : 

Pasal 27 : 

Ayat 2: “Se$tiap Orang de$ngan se$ngaja dan tanpa hak me$ndistribu$sikan, me$ntransmisikan, 

dan/atau$ me$mbu$at dapat diakse$snya Informasi E$le$ktronik dan/atau$ Doku$me$n E$le$ktronik 

yang me$miliki mu$atan pe$rju$dian”.25 

Pasal 45 :26 

Ayat 3: “Se$tiap Orang yang de$ngan se$ngaja dan tanpa hak me$ndistribu$sikan, 

me$ntransmisikan, dan/ atau$ me$mbu$at dapat diakse$snya Informasi E$le$ktronik dan/ atau $ 

Doku$me$n E$le$ktronik yang me$miliki mu$atan pe$rju$dian se$bagaimana dimaksu$d dalam Pasal 

27 ayat (2) dipidana de$ngan pidana pe$njara paling lama 10 (se$pu$lu$h) tahu$n dan/atau$ de$nda 

paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (se$pu$lu$h miliar ru$piah).” 

Pe$rtanggu$ngjawaban pidana te$rhadap pe$laku$ pe$rju$dian online$ tidak hanya dike$nakan te$rhadap 

pe$laku$ pe$main saja namu$n ju$ga te$rmasu$k pe$laku$ yang me$mbe$rikan ke$se$mpatan te$rhadap 

se$se$orang u$ntu$k be$rmain ju$di se$pe$rti pe$nye $dia jasa dan pe$nge$lolah platform pe$rju$dian yang 

dise$le$nggarakan se$cara online$. Ole$h se$bab itu$, pe$ne$ntu$an pe$laku$ yang masu$k dalam kate$gori 

pe$nye $dia layanan pe$rju$dian se$cara online$ adalah de$ngan cara me$ngkonstatir, dan 

me$ngku$alifisir tindakannya 

 

PENUTUP  

 

 Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian di atas se$hingga pe$nu$lis me$narik su$atu$ ke$simpu$lan dan 

me$mbe$rikan saran antara lain se$bagai be$riku$t : 

 

Kesimpulan 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian di atas pe$nu$lis me$narik su$atu$ ke$simpu$lan se$bagai be$riku$t : 

1. Pe$rtanggu$ngjawaban dan Pe$ne$gakan Hu$ku$m tindak pidana ju$di online$ di Indone$sia 

te$lah di atu$r dan di ru$mu$skan ke$dalam U$ndang-u$ndang salah satu$nya te$rdapat dalam 

                                                           
23 Pasal 86 Huruf f  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 
24 Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 
25 Pasal 27 Ayat 2Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. 
26 Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 
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Kitab U$ndang-u$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP) Pasal 303 dan 303 Bis yang 

me$nje$laskan te$ntang pe$rju$dian baik larangan bahkan de$nda yang akan ditanggu$ng ole$h 

pe$laku$ ju$di online$. 

2. Te$rjadinya tidak pidana ju$di online$ di Indone$sia dise$bakan ole$h karna banyaknya 

factor-faktor yang me$pe$ngaru$hi kalangan masyarakat. 

3. Me$skipu$n atu$ran hu$ku$m te$lah ada,imple$me$ntasi dan e$ve$ktifitas pe$ne$gakan hu$ku$m 

te$rhadap pe$rju$dian online$ masih me$ne$mu$i banyak ke$ndala. 

 

Saran 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian dan ke$simpu$lan yang ada, pe$nu$lis me$ngharapkan : 

1. Pe$nu$lis me$ngahrapkan kiranya pe$me$rintah dan pe$ne$gak hu$ku$m yang ada le$bih lagi 

me$mpe$rhatikan te$ntang pe$nggu$naan te$knologi yang be$rbasis ju$di online$ u$ntu$k di le$bih 

lagi dipe$rhatikan dalam masalah pe$ne$gakkanya. 

2. Diharapkan kiranya pe$me$rintah dan pe$ne$gak hu$ku$m me$minimalisir lagi faktor-faktor 

pe$nye $bab yang te$rjadinya tindak pidana ju$di online$ di Indone$sia. 

3. Le$bih me$ningkatkan lagi masalah e$ve$ktifitas dan u$payah pe$ne$gakan tindak pidana ju$di 

online$, se$hingga banyaknya ke$ndala yang diahadapi bisa be$rku$rang dan dapat 

me$njalankan pe$ne$gakan se$cara se$mpu$rna. Dan le$bih lagi me$laku$kan ke$rja sama de$ngan 

pe$ne$gak hu$ku$m yang be$rkaitan de$ngan masalah tindak pidana ju$di online$ di Indone$sia 

atau$ bahkan de$ngan ne$gara-ne$gara lain. 
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D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP) Nomor 1 Tahu$n 2023 Pasal 426 Dan Pasal 427 

https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj
https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj
https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewathandphone/
https://www.bizhare.id/media/keuangan/dampak-judi-online
http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf
http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/992/3/BAB%20II.pdf
https://nasional.kontan.co.id/news/bernilai-triliunan-situs-judi-online-masih-mudahdiaksesdi-indonesia
https://nasional.kontan.co.id/news/bernilai-triliunan-situs-judi-online-masih-mudahdiaksesdi-indonesia
https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-hati
https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-hati
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Kitab U$ndang-u$ndang Hu$ku$m Pidana me$ngatu$r pe$rju$dian se$cara u$mu$m me$lalu$i Pasal 303 dan 

Pasal 303 bis. 

Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana, Pasal 303 Ayat (3) 

Pasal 27  U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2008 te$ntang Informasi dan Transaksi E$le$ktronik 

(U$U$ ITE$) 

Pasal 27 Ayat 2 U$ndang-U$ndang Nomor 19 Tahu$n 2016 Te$ntang Pe$ru$bahan Atas U$ndang- 

U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2008 Te$ntang Informasi dan Transaksi E$le$ktronik. 

Pasal 27 Ayat 2 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2024. 

Pasal 426 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2023 te$ntang KU$HP 

Pasal 427 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2023 te$ntang KU$HP 

Pasal 45 Ayat 3 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2024 

Pasal 86 Hu$ru$f f  U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2023 te$ntang KU$HP 

Pe$nje$lasan U$U$ No. 11 tahu$n 2008 Paragraf 5 

U$ndang-U$ndang Dasar 1945 Pasal 28J 

U$ndang-U$ndang Ke$polisian Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia (U$U$ Ke$polisian) No. 2 Tahu$n 2002 

Pasal 13 dan Pasal 14 

U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 2024 se$bagai pe$ru$bahan ke$du$a atas U$ndang-u$ndang Informasi 

dan Transaksi E$le$ktronik 

U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2008 Te$ntang Informasi, Transaksi dan E$le$ktronik 

U$ndang-U$ndang Nomor 19 Tahu$n 2016 se$bagai pe$ru$bahan atas U$U$ ITE$ te$tap me$larang 

pe$rju$dian online$ me$lalu$i Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) 

U$ndang-U$ndang Nomor 7 Tahu$n 1974 

U$ndang-U$ndang Otoritas Jasa Ke$u$angan (U$U$ OJK) Nomor 21 Tahu$n 2011. 

 
 


